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ABSTRAK:

CATATAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif PImpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU
No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18
Tahun 2017.

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan yang bersumber dari APBD.
Penghasilan sebagaimana dimaksud meliputi uang representasi, tunjangan keluarga,
tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan
alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2017

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18
Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Walikota
sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua)
bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
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